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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdsasarkan hasil pembahasan mengenai rekrutmen calon Bupati oleh DPC 

PDIP Kabupaten Lampung Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon tidak 

menggunakan aturan baku. DPC PDIP Kabupaten lampung Utara 

memberikan kesempatan yang sama bagi kader maupun non kader yang 

memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati DPC 

PDIP Kabupaten Lampung Utara. 

Namun dalam pelaksanaan Rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPC 

PDIP Kabupaten Lampung Utara menggunakan sistem rekrutmen tertutup 

Dikarenakan proses penetapan dilakukan oleh DPP melalui rapat internal 

pengurus fungsionaris di DPP tanpa melibatkan pengurus di daerah. 

Pengurus di DPC dan di DPD hanya melakukan verifikasi berkas tingkat 

kabupaten dan provinsi, serta melakukan survei pemetaan. 

2. Proses rekrutmen politik DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara 

melakukan rekrutmen berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 

31/TAP/DPP/III/2011. Mekanisme rekrutmen terdiri dari 3(tiga) tahapan 

yaitu: tahap penjaringan, tahap penyaringan dan tahap penetapan. Dalam 

proses rekrutmen ini menghasilkan 1(satu) nama yang terpilih sebagai 
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calon bupati DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara yaitu Zainal Abidin 

yang merupakan calon incumbent sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten 

Lampung Utara. 

3. Proses pengambilan keputusan rekrutmen calon bupati DPC PDIP 

Kabupaten Lampung Utara berdasarkan dimensi pembuatan keputusan 

adalah informal terpusat. 

4. Proses penyeleksian Calon Bupati di PDIP bersifat ekslusif dan 

sentralisasi, yang artinya menggunakan sistem tertutup dan penunjukan 

langsung tanpa melalui pemilihan terbuka internal partai (konvensi) dalam 

rapat fungsionaris DPP PDIP. 

B. Saran 

 

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menetapkan calon yang 

diusung sebaiknya memberikan wewenang kepada pengurus didaerah 

untuk menentukan calon yang akan diusung . 

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebaiknya lebih bersifat 

demokratis dalam menetapkan calon yang diusung. 

3. Bagi calon bupati yang terpilih diharapkan mendekatkan diri kepada 

masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Tidak hanya pada saat 

menjelang pemilukada saja. 


